
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR  02  TAHUN 2020  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39  

TAHUN 2019 TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 

Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk 

Hortikultura, telah diatur Rekomendasi Impor Produk 

Hortikultura; 

  b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerbitan 

Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk 

Hortikultura; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing the World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5170); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5360); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5433); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang 

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6411); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4424); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6215); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/PERMENTAN/ 

OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan 

Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Karantina ke Dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 35); 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/PERMENTAN/ 

OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme 

Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

31/PERMENTAN/ KR.010/7/2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

93/PERMENTAN/ OT.140/12/2011 tentang Jenis 

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 954); 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/ 

OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan 

Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan 

Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 tentang Tempat 

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit 

Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu 

Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 398); 
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16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/PERMENTAN/ 

OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina 

Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan 

Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 631); 

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ 

OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina 

Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis 

Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/KR.040/ 

6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/6/2012 

tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk 

Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam 

Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 788); 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/PERMENTAN/ 

KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan 

Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal 

Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016  Nomor 1757); 

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 

tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

845); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN 

NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG REKOMENDASI IMPOR 

PRODUK HORTIKULTURA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk 

Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 845), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 15 

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 meliputi: 

a. Produk Hortikultura segar harus memenuhi 

ketentuan keamanan Pangan Segar Asal 

Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. Produk Hortikultura segar yang pertama kali 

dimasukkan dari negara asal harus 

dilengkapi hasil analisis risiko organisme 

pengganggu tumbuhan karantina dari Badan 

Karantina Pertanian; 

c. sertifikat penerapan budi daya yang baik 

(Good Agriculture Practices/GAP) atau 

sertifikat setara lainnya yang diakui secara 

internasional dari negara asal yang masih 

berlaku sampai akhir waktu impor 

dilakukan; 
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d. registrasi bangsal penanganan pascapanen 

(Good Handling Practices/GHP) yang 

diterbitkan oleh instansi yang berwenang 

dari negara asal yang masih berlaku sampai 

akhir waktu impor dilakukan; 

e. surat keterangan dari eksportir negara asal 

mengenai kapasitas produksi dari 

kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi 

atau disertifikasi penerapan budi daya yang 

baik (Good Agriculture Practices/GAP); dan 

f. Produk Hortikultura yang dapat diimpor 

memenuhi karakteristik yang ditentukan. 

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 

(3) Dalam hal suatu negara telah mendapatkan 

pengakuan sistem pengawasan keamanan Pangan 

Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan masih berlaku, 

tidak dipersyaratkan GAP, GHP, dan surat 

keterangan dari eksportir negara asal mengenai 

kapasitas produksi kebun/lahan usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,   

huruf  d,  dan huruf e. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berlaku untuk Produk Hortikultura yang 

tercantum pada lampiran Keputusan Menteri 

tentang Pengakuan Sistem Pengawasan 

Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama 

Menteri. 
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2. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 dihapus sehingga Pasal 21 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21 

(1) RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 

(5) dinyatakan masih berlaku apabila Produk 

Hortikultura telah dimuat pada alat angkut dari 

negara asal paling lambat tanggal 31 Desember 

tahun berjalan. 

(2) Dihapus. 

(3) Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) tiba di Indonesia paling lambat 60 (enam 

puluh) hari kalender sejak dimuat pada alat 

angkut dari negara asal dan dibuktikan dengan 

dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 

 

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 22 

(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan RIPH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), 

dapat melakukan perubahan RIPH. 

(2) Perubahan RIPH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berlaku mutatis mutandis sesuai dengan 

ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 20. 

(3) RIPH yang diubah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dinyatakan masih berlaku apabila Produk 

Hortikultura dimuat pada alat angkut dari negara 

asal paling lambat pada tanggal penerbitan RIPH 

yang baru. 

(4) Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada      

ayat (3) tiba di Indonesia paling lambat 60 (enam 

puluh) hari kalender sejak dimuat pada alat 

angkut dari negara asal dan dibuktikan dengan 

dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 
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Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 14 Januari 2020 

 

MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

               ttd. 

 

SYAHRUL YASIN LIMPO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Januari 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

           ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 24 


